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EVALUASI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES)
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL DI PROVINSI RIAU

ABSTRAK
Andrie Herda

Gerakan Nasional Revolusi,Mental, yang selanjutnya disebut GNRM
adalah gerakan bersama untuk mengubah’ cara pikir, cara kerja,.cara hidup dan
sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu_pada nilai-nilai integritas,
etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat,
modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila yang berorientasi
pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar
dan mampu berkompetensi dengan bangsa-bangsa lain didunia. Adapun metode
penelitian ini-menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk
pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan seperti Kepala
Badan, Kepala Sub Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, Kepala Sub bidang
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah, Kepala Sub Bidang
Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Riau dan beberapa tokoh masyarakat berada di Provinsi Riau.
Hasil penelitian- menunjukkan Pemerintah Provinsi Riau sudah melaksanakan
Inpres tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan cukup baik hal ini
terlihat dari rapat-rapat dan-pertemuan_gugus:tugas baru dilakukan 1x karena
keterbatasan anggaran. akan tetapi' ‘Badan * Kesbangpol yang difasilitasi oleh
Bappeda Provinsi Riau telah melakukan rapat dengan perwakilan gugus tugas
untuk menyusun rencana aksi GNRM dan dalam pelayanan secara langsung sudah
dituntut untuk lebih efisien, walaupun masih perlu pembenahan dalam pemerataan
pelayanan secara efisien secara masal. Adapun hambatan yang peneliti temukan
dalam penelitian ini adalah terjadinya kurangnya sumberdaya yang ada dalam
melaksanakan tugas dari Inpres tentang Gerakan nasional Revolusi Mental
tersebut. Kedua karena gugus tugas itu.terdiri dari seluruh OPD yang menjalankan
roda pemerintahan yang ada di daerah‘dan juga unsur masyarakat maka sosialisasi
itu pun jarang dilakukan karena kurangnya koordinasi antara gugus tugas Gerakan
Nasional Revolusi Mental tersebut.

Kata kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Gerakan Nasional Revolusi Mental



EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL
INSTRUCTIONS (INPRES) NUMBER 12 YEAR 2016 ON THE
NATIONAL MOVEMENT OF MENTAL REVOLUTION IN RIAU
PROVINCE

ABSTRACT
Andrie Herda

The National Mental Revolution Movement, hereinafter referred to as
GNRM 1is a collective movement to-change the way of thinking, working, way of
life and attitudes and behavior.of'the Indonesian‘nation which refers to the values
of integrity, work ethic ‘and mutual cooperation to" build a dignified, modern,
advanced, prosperous and prosperous national culture based on Pancasila which is
oriented towards progress and modernity so that Indonesia becomes a great nation
and is able to compete with other nations in the world. . The research method uses
qualitative research methods as a technique for data collection and direct
interviews with informants such as the Head of the Agency, Head of the Sub-
Division of ldeology and National Insight, Head of Sub-Sector of National
Insight, State Defense and Historical VValues, Head of Sub-Sector of Ideological
Resilience, Assimilation and Citizenship of the National Unity and Politics of
Riau Province and several community leaders are in Riau Province. The results of
the study show that the Riau Provincial Government has implemented the
Presidential Instruction on the National Movement for Mental Revolution quite
well, this can be'seen from the meetings and task force meetings that have only
been held once due to budget constraints, However, the Kesbangpol Agency
facilitated by the Bappeda of ‘Riau*~Province has held a meeting with
representatives of the task force to prepare a GNRM action plan and in direct
service has been demanded to be more efficient, although it still needs
improvements in mass efficient distribution of services. The obstacle that the
researchers found in this study was the lack of available resources in carrying out
the tasks of the Presidential Instruction on the.National Movement for Mental
Revolution. Second , because.the task force eonsists of all OPDs that run the
wheels of government in the regions as well as elements of the community,
socialization is rarely carried out due to the lack of coordination between the task
force of the National Mental Revolution Movement.

Keywords: Evaluation, Implementation, Mental Revolution National Movement
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakanc

maju. Oleh ka cmbangun an mandiri, untuk
mewujudka eseja : engha ike annya  konsep

pembangun a. Atas dasar itu,

SDM dengan biaya terjangkau B pidang administrasi dan pelayanan
sehingga kinerja pemerintah dapat maksimal. Salah satu faktor untuk menciptakan
kinerja yang maksimal adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-
komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen

tersebut dapat tercipta apabila individu dalam organisasi sadar akan hak dan

kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan dan kedudukan masing-



masing individu, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja
semua anggota organisasi yang bersifat kolektif seperti organisasi pemerintah®.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang
seutuhnya, kemampuan  profesional dan..kematangan.. kepribadian saling
memperkuat satu sama lain. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa
melalui pembangunan SDM .yang funggul smerupakan tugas bersama dalam
menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang
unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak
positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa,
namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Pemerintahan Republik Indonesia sebagai negara besar.dengan bermacam
keragamanan, tak luput dari berbagai permasalahan bangsa. Menurunnya wibawa
bangsa, lemahnya etos kerja, kreativitas, daya saing, Krisis'identitas, menjadi
tantangan mendasar yang harus dihadapi. Perlu suatu upaya besar, bagaimana
menggembleng manusia Indonesia agar bangkit menjadi manusia baru yang
berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang
menyala-nyala sebagaimana gelora semangat revolusi mental. Dalam konteks
Indonesia, istilah Revolusi Mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden RI
pertama Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati proklamasi
kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1957. Revolusi Mental ala Soekarno adalah

semacam Gerakan Hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi

! Prasetyono dan Kompyurini, Nurul. 2010. Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah Berdasarkan
Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas Publik (Survei Pada Rumah Sakit
Daerah di Jawa Timur). Simposium Nasional Akuntansi VIII. 15-16 September Hal 774
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manusia Baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat Elang Rajawali

dan berjiwa Api. Semangat revolusi mental ini juga kemudian menjadi dasar bagi

Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1964 untuk memperkenalkan gagasan Trisakti,

besar untuk berprestasi tinggi dan produktif sehingga menjadi bangsa
yang maju dan modern.

2. Untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara
kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga
Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing sehingga

mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.
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3. Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari
dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui

pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul, menerapkan nilai-

menampilkan

komitmen pac alkan dan dapat
dipercaya.

Di tataran ne pat mendorong aparatur
pemerintahan untuk beke 3 profe al, transparan, jujur, dapat

diandalkan, dan terpercaya. Denga ilai ini kepercayaan publik terhadap
penyelenggara Negara dapat meningkat karena masyarakat percaya bahwa

aspirasinya dijalankan dengan baik.

Pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres Nomor 12
Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Melalui Gerakan

Nasional Revolusi Mental, Presiden Joko Widodo berusaha mengangkat kembali



semangat perubahan tersebut. Gerakan ini menjadi prioritas nasional yang
diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia menuju perubahan cara
pandang, cara berpikir, cara kerja melalui pembangunan karakter bangsa yaitu
integritas, etos kerja; dan gotong royong untuk mewujudkan tujuan nasional yakni
Indonesia-yang berdaulat, berdikari, dan mandiri. Ini adalah bentuk dari tugas
pembantuan dimana tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom.untuk melaksanakan sebagian JJrusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, salah satunya adalah

Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang selanjutnya disebut GNRM
adalah gerakan bersama untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan
sikap serta perilaku bangsa Indonesia‘yang ‘mengacu pada nilai-nilai integritas,
etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat,
modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila yang berorientasi
pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar

dan mampu berkompetesi denganbangsa-bangsa lain didunia.

Gerakan Revolusi Mental telah dimasukkan dalam RPJMN (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2014-2019. Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) didapuk
menjadi leading sector program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
Sebagai Kemetentrian yang didapuk sebagai leading sektor Gerakan Nasional

Revolusi Mental (GNRM), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
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Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengeluarkan peraturan menteri
nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental

yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental

negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku kreatif, inovatif,

dan beretos kerja tinggi untuk mewujudkan kemandirian di bidang
pangan, energi, dan teknologi dalam menghadapi persaingan regional
dan global.

5. Gerakan Indonesia Bersatu, adalah gerakan para penyelenggara negara

dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan



gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa
berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal lka, dan NKRI.
Menindaklanjuti Inpres no 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional
Revolusi Mental .dan peraturan_menteri PMK nomor 4. tahun 2017 tentang
Pedoman- Umum. Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut, Pemerintah
Provinsi Riau melalui Badan Kesatuan;Bangsa dan Politik Provisi Riau telah
mengeluarkan™ Surat “Keputusan Gubernur Riau <dengan .Nomor Kpts
513/VI11/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah
Gerakan Nasional Revolusi Provinsi Riau. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 pasal
6 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi-Riau. Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah

dimaksud, Badan Kesbangpol Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur- Riau nomor 33 tahun 2015 tentang
Rincian tugas, fungsi dan tatakerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi
Riau, Badan Kesatuan bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi
mengenai menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi,
monitoring, evaluasi dan pelaporan-yang meliputi Subbidang Ketahanan Ideologi,
Pembauran dan Kewarganegaraan, dan Subbidang Wawasan Kebangsaan, Bela

Negara dan Nilai Sejarah.

Gugus Tugas GNRM vyang dibentuk merupakan penggabungan
sumberdaya bersama beberapa pihak terkait, (Pemerintah, Masyarakat/Komunitas,
Lembaga Pendidikan/Cendekiawan, dan Dunia Usaha), dalam melakukan suatu

upaya/gerakan atau kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan dari Revolusi
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Mental. Gugus Tugas tersebut melibatkan tenaga pendidik (guru, dosen),
Budayawan dan Seniman, Tokoh Agama, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat,

Akademisi/organisasi  profesi, Pemuda dan Mahasiswa, Tokoh Wanita,

revolusi mental melalui 5 gerakan tersebut, diperlukan data dan informasi yang

dapat menjadi ukuran dan monitor, sejauh mana nilai-nilai dalam 5 gerakan telah
menjadi bagian dalam kehidupan bangsa. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama dengan Badan Pusat
Statistik, menyusun suatu Indeks Capaian Revolusi Mental yang dimaksudkan

untuk memberikan gambaran atau capaian revolusi mental ditinjau dari persepsi
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masyarakat atas kondisi sekitarnya dan apresiasi masyarakat yang mendukung
tumbuhnya 5 dimensi gerakan revolusi mental.

Indeks Capaian Revolusi Mental diharapkan dapat menjadi acuan bagi

gen perubahan, untuk

IS b 1

dan optimalisa
sumber day: ngsinya sangat
ditentukan jalankan roda
ang Pembangunan

Manusia dan ag a la ilaia dap Indeks Capaian

imensi Riaw

= Ferbandingan Nilal ICRA Fer Clenensi
Riaw dan b

s
ss.as I Ti.zosr oo ,L]

Ser Tnd. Ger Dnd.

? Widjaja, 2003. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. HIm.3
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Sumber : Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Gambar 1.1: Nilai Indeks ICRM 2018 Per Dimensi Di Provinsi Riau

Dari hasil penilaian tersebut, terdapat 2 (dua) dimensi yang memperoleh
nilai indeks berada diatas nilai indeks Nasional yaknitdimensi gerakan Indonesia
Bersih, Indonesia bersatu, sedangkan 3 dimensi lainnya yakni-dimensi gerakan
Indonesia Melayani, Indonesia Tertib dan Indonesia Mandiri mendapatkan nilai
indeks berada dibawah nilai-indeks Nasional

Dari ketiga indeks yang nilainya berada dibawah nilai nasional, dimensi
gerakan Indonesia melayani memperoleh nilai yang paling terpaut jauh
dibadingkan nilai indeks nasional yakni sebesar 9,45 poin, sedangkan untuk
pencapaian nilal indeks gerakan Indonesia tertib terpaut 4,12 poin dan pencapaian
nilai indeks gerakan Indonesia .mandiri_terpaut 0,28 poin jika dibandingkan
dengan pencapaian nilai indeks nasional.

Dimensivini dibangun-dari /3 j(tiga) indikator persepsi, yaitu bagaimana
penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilakukan oleh
penyelenggara layanan dalam setahun terakhir. Pelayanan publik yang dimaksud
adalah dalam hal pelayanan pengurusan KTP, kartu keluarga, surat keterangan
kependudukan dan pelayanan akta kependudukan yang pernah dirasakan oleh
masyarakat. Nilai capaian setiap indikator sudah di atas 70 persen dari target
masing-masing indikator adalah 100 persen. Nilai capaian tertinggi adalah sebesar
80,32 persen rumah tangga menyatakan setuju bahwa pelayanan publik di wilayah

tempat tinggalnya telah dilakukan dengan biaya yang jelas.®

% Nilai Indeks ICRM 2018 Per Dimensi Di Provinsi Riau
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Berdasarkan data-data diatas, Dimensi gerakan Indonesia Melayani
merupakan dimensi yang pencapaiannya nilai indeksnya terpaut jauh dengan

pencapaian nilai indeks nasional, sehingga penulis membatasi penelitian pada

dibawah nilai
yang nilainya

yakni dimensi

3. 0 *’ ayang dinilai oleh (Kemenko
PMK), dime .ﬁ
Y

paling terendah yak

‘ : nelayani mendapatkan rangking
\ S
di rangking 29 diantara 5 dimensi

lainnya.

Maka dari itu pelaksanaan Instruksi Presiden atau (Inpres) Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental bila dilihat dari sebuah
model pendekatan evaluasi kebijakan yang dijabarkan William N Dunn tentang
fungsi evaluasi yakni memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya

mengenai Kinerja kebijakan, memberi sumbangan pada Klarifikasi dan kritik
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terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan terget, memberi
sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya. Pelaksanaan

evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk

Provinsi Riau”.

1.2 ldentifikasi Masalah
Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

* Dunn, William N., 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hal 609-611
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1. Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah gerakan nasional untuk
mengubah cara pandang, pola pikir, sikap-sikap, nilai-nilai, dan

perilaku bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang

2.

2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau.

1.4  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan

penelitian adalah untuk mengetahui hasil penelitian:
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a. Untuk mengetahui pelaksanaan Inpres Nomor 12 tahun 2016
tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau

khususnya pada Dimensi Gerakan Indonesia Melayani

i, Pelaksanaan Inpres

‘ ‘?ﬂ!‘!ﬁ\“ .eg‘ olusi Mental
7

apat bermanfaat

engetahuan yang

tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau.
b. Aspek Praktis :
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau
masukan bagi Pemerintah Provinsi Riau.
2) Sebagai referensi bagi Pemerintah Provinsi Riau.

c. Aspek Akademis:
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Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

diharapkan penelitian ini dapat dikemukakan konsep baru tentang

Evaluasi pelaksanaan.

1.5

n Intruksi
Presiden al Revolusi
Mental Di . ia ' ata: yang di teliti
pada dime ( Indone s 3 yaian Revolusi
Mental pa dibandingkan

standar nasior 9,45 dari capaian

nasional se
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KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

orang aka

adalah il dan
kemampua alam hubungan
pusat dan dengan yang
diperintah.’

Menu el : sebagai ilmu

manusia kearah

pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada

kedaulatan dan kemardekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan

* Ndraha, Taliziduhu, 2010, kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Rineka Cipta, Jakarta. Hal 6

® Syafiie Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Pustaka Reka Cipta, Jakarta. Hal 8

¢ poedjo dalam Syafiie Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Pustaka Reka Cipta, Jakarta.

’ Muhadam, Labolo, 2006. Memehami llmu Pemerintahan. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Hal 2

15
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wilayaah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan
konsep dasar Negara tersebut.?

Selanjutnya Afan® llmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari

Pemerintahan berasal da erintah, yang paling sedikit kata
“perintah® tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung,
kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang,
dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Menurut C.F Strong Pemerintah

mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga

& Budiardjo, Miriam. 2005. Dasar-dasar llmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

® Afan dalam Ndraha, Taliziduhu. 2007. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Universitas Terbuka: Jakarta
Hal 17

19 Op Cit Syafiie Inu Kencana.. Hal 11
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diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif,
Legislatif, dan Yudikatif."* Menurut Samuel Edwar Finer pemerintah harus
mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu
berlangsung (state), pejabat yang memerintah-(the duty) dan cara, metode serta
sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Rauf Rahyunir'® pemerintahan‘adalah suatu organisasi atau lembaga yang
diberikan ' legimasi . atau keabsahan oleh rakyat “untuk menyelenggarakan
kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-alat
kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Menurut-Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk
menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara
wajar.** Menurut Syafiie pemerintah berasal daritkata perintah memiliki 4 unsur
yaitu : ada dua pihak yang terkandung, pihak tersebut saling memiliki hubungan,
pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki
ketaatan.”®> Menurut" Surbakti istilah pemerintah..dan pemerintahan berbeda
artinya, dimana pemerintahan menyangkut.tugas dan kewenangan, sedangkan
pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan
Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau

ditinjau dari tiga aspek :

1 C. F Strong dalam Drs. Inu Kencana Syafiie, 2011. llmu Pemerintahan, M.Si, halm. 31)

12 Opcit. Hal. 16, Samuel Edwar, hal 32

¥ Rauf, Rahyunir. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Zanafa Publishing;
Pekanbaru. Hal 6

14 Rasyid. dalam Labolo 2011. Hal. 19

5 oc. Cit.hal 16 Syafiie, 2011. Hal. 20
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1. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala
kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan

dan berlandaskan pada dasar Negara.

yang mereka tidak ma endiri karena masih lemah dan tak

berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.*’
Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam

menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

18 L oc. Cit. Hal. 168
7 Op. Cit Ndraha, 79
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1. Fungsi pembangunan
2. Pungsi pemberdayaan

3. Fungsi pelayanan

intahan ini berkaitan

pemerintah

Kelurahan/

Sesuai dengan Undang- Republik Indonesia Tahun 1945
dalam penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah
terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah
Pesiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945, sedangkan

'8 Yusri Munaf, 2016. Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau.
Hal.47
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

aan pemerintah

ang pengurusan

2. bukan
ahar tingkat atas, jadi

bangkan urusannya

pemerintah pusat atau

3. Sebagai konsekuensi dari butir 2 diatas, maka sistem rumah tangga

harus memberikan tempat prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-
daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal

yang dianggap penting bagi daerah-daerah mereka.

9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
20 Manan, Bagir.2001. Menyonsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum Fakultas UlI:
Yogyakarta hal 59
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4. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala

kepentingan mereka dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat tapi

harus sejalan dengan kepentingan masyarakat sendiri.

Secara U eme : at  dia sebagai  kegiatan

penyelenggaraan Negara \beri perlindungan bagi
segenap wa

sumberdaya Ye a membi Daik dalam lingkungan

untuk mengatur dan mengurus sendiri. Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

mengacu pada beberapa asas, adapun asas-asas tersebut meliputi :

21 Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, him.61
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1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem NKRI.

Pusat kepada
Pemerintahan
ari Pemerintah

melaksanakan

yang dimaksud dalam hal ini ada ah.Jadi pemerintah adalah pembuat
kebijakan dalam suatu organisasi atau Negara. Pemerintah tidak hanya bertindak
sebagai pengarah, pembimbing, fasilisator, sekaligus pemberitaukan untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta mengatasi permasalahan yang

ada dalam masyarakat dan menghadapi tantangan yang mungkin dapat

22 |bid, angka 19.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

23

mengganggu proses perencanaan pembangunan diperlukan suatu strategi
kebijakan yang tepat.

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena

umumnya 3 ar | akan sepa ) “a course of

24 <«

action”. Pe policy is a

pattern of ¢

3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintan memilih untuk
melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan

agar mencapai hasil.

2 Op Cit Ndraha hal 491.

* 1bid

% A.G.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Hal 13
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5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai Kinerja

atau hasil kebijakan.

Banyak pakar menyebutkan bahwa pemerintah sebagai kekuasaan
mengalokasikan nilai-nilai untuk.masyarakat.secara keseluruhan. Ini mengandung
kootasi_tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan
masyarakat. Tidak ada suatu-organisasi: /lain .yang wewenangnya mencakup
seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah
memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta
setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bertentangan serta merugikan
masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah menjadi_jawaban terhadap aspirasi
masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab dalam
berbagai kebijakan. Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan
yang hendak diambil itu benar-benar dilandaskaniatas manfaat optimal yang ada
diterima oleh public, dan bukan atas asal menguntungkan golongan tertentu atau
pembuat kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat
diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa
keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah.dan berlaku untuk umum dan untuk
mepengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan
publik. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh
para ilmuwan tersebut, maka penulis dapat menarik satu kesimpulan bahwa pada
hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan :what, why,
who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang

dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara
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atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan
dilaksanakan. Dunn® kebijakan publik (public Policy) adalah pola ketergantungan

yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk

of na pya menurut Dye

~
kebijakan ah apa i ne Lﬁ’ dikerjakan atau
tidak dikerjaka i ertia Gta d :h_ etahu n m mahami bahwa

terdapat perbeda ra @ : g dan apa yang

erangka subtantif

adalah segala ak ilakuka uk memecahkan

urusan publik.

2.1.5 Konsep Pelaksanaan
Salah satu pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan

publik, dimana implementasi ini sering tidak sesuai dengan yang diharapkan

%6 Op Cit Dunn, Hal 132

Z Prewitt dalam Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 6
Ibid hal 7

% Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Gava Media:
Yogyakarta. Hal 18
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apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster
%adalah Konsep..implementasi-berasal dari.bahasa inggris.yaitu to implement.
Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to
provide the means for carrying-out' (menyediakan sarana untuk melaksanakan
sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat
terhadap sesuatu)”. Implementasi merupakan penyediaan- sarana untuk
melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.
Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat
berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan
yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Makna implementasi smenurut Daniel A, Mazmanian-dan Paul Sabatier
sebagaimana dikutip dalam buku®, mengatakan bahwa lmplementasi adalah
memahami apa yang nyata terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni
kejadian-kejadian dan kegiatan-Kegiatan..yang timbul sesudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada

%0 Whster dalam Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi
kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara Hal 64

31 Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan
negara. Jakarta : Bumi Aksara Hal 65
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masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan menurut®?, Implementasi kebijakan

pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Van Meter dan_\an Horn dalam buku® definisikan implementasi

kebijakan
sebelu

keputusar enja IPers am kurun waktu
tertentu  mMaug alan 1 me : " untuk  mencapai
perubahan besa <ecil yan( a 2putusan kebijakan
yang dilakukar eh asi Y Intuk mencapai
tujuantuju

Menu

2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas

dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya

untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

*2 Nugroho, Riant. D. 2012. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Elex
Media Computindo Hal 674

# Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal 146-
147

¥ AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi).Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. Hal 91-92
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Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya

kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

2.1.6 Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan keharusan manakala satu program/kegiatan sudah
diselesaikan. Melalui evaluasi itulah bisa diketahui bagaimana efektivitas
program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan apa yang di inginkan dan apabila
tidak, berada dalam posisi untuk menghentikan atau memperbaikinya. Kebutuhan

dan tuntutan akan pertanggungjawaban menimbulkan suatu kebutuhan
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dilakukannya evaluasi. Pertanggungjawaban tidak terbatas pada suatu aktivitas,

akan tetapi juga untuk memperbaiki pelaksanaan program dan perkembangan

masyarakat. Menurut Wirawan® evaluasi adalah :

tersebut berhasil atau tidak. Walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi,
secara umum Kinerja dari evaluasi kebijakan tersebut mengacu empat indikator
pokok di atas®’. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau

objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan

% \Wirawan. 2012. Evaluasi; Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Depok: PT Raja
Grafindo Persada. Hal 7

% Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta, Rineka
Cipta. Hal 1

3 Nurcholis, 2005 ,Teori dan Konsep Evaluasi, HIm.67
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tertentu.  Dalam  perusahaan, evaluasi  dapat  diartikan  sebagai
proses pengukuran akan  evektivitas strategi yang  digunakan dalam upaya

mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut

proses

1.

coba mencari

penting untuk

kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi
berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil
kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini

karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini,

% Dunn, William N., 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hal 608


https://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran
https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tujuan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Data
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uji_coba&action=edit&redlink=1
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dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat Kinerja
yang bermakna, yang berarti bahwa masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi®’.

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan

ana menurut Ndraha

DNty

1.

2. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil
yang diinginkan.
3. Kecukupan vyaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan

memecahkan masalah.

¥ Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta; Bandung.
Hal 178
“ Op Cit Ndraha, 2003. Hal 201
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4. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata
kepada kelompok masyarakat yang berbeda.

5. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,

Mengukur cost effective cost-efficiency.

9. Mengambil keputusan mengenai program.
10. Akuntabilitas.
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program.

12. Mengembangkan teori ilmu evaluasi

*1 Op Cit Dunn, 1999
*2 OpCit Wirawan Hal 23
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Wirawan® dalam bukunya mengklasifikasikan jenis-jenis evaluasi menurut

objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:

dan memakai informasi awab pertanyaaan dasar. Evaluasi
Program dapat dikelompokan menjadi evaluasi proses (process evaluation),
evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat (impact

evaluation)”.

3 |bid Hal 16
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3. Evaluasi Proyek
“Kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu
untuk mendukung pelaksanaan program. Pelaksanaan proyek tersebut perlu

dievaluasi

=

i
v
”

QD
>
o
[<Y]
x
s8]
-
o
[sY)
=]

g dikenal dengan

gan sumber saya

2.1.7 Konsep Sosiologi Pemerintahan

Sosiologi pertama kali di cetuskan oleh Auguste Comte, kemudian ia
dikenal sebagai bapak sosiologi. Secara etimologis istilah sosiologi berasal dari
bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, sahabat, rekan, sekutu, masyarakat.

Adapun logos yang berasal dari bahasa Yunani berarti “kata” atau “berbicara”.
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Sosiologi  kemudian diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang
masyarakat.*!

August Comte mengatakan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang
didasarkan pada« observasi.dan klasifikasi  yang bersifat empiris dan
sistematis.Dalam mengkaji masyarakat, Comte membagi sosiologi dalam dua
kategori, yaitu Static social (sosial|statis, terkait.dengan statika sosial atau struktur
sosial), mencakup struktur sosial masyarakat berupa kelompok, lembaga-lembaga
sosial, lapisan dan kekuasaan. Dynamic sosial (sosial dinamis, terkait dengan
dinamika sosial atau perubahan sosial). Sosial dinamis adalah fungsi-fungsi
masyarakat yang terlibat dalam proses sosial, perubahan sosial, atau interaksi dan
konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok.*®

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pusat perhatian sosiologi
adalah tingkah laku manusia, baik individu maupun kelompok, namun lebih
banyak pada kelompoknya dan hubungannya dengan masyarakat, sehingga
merupakan studi tentang tingkah laku manusia dalam konteks sosial, atau lebih
tegas lagi bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang
kehidupan manusia dalam masyarakat yang.mencakup hubungan antara seseorang
dengan orang lain, antara perseorangan dengan kelompok dan hubungan antara
kelompok dengan kelompok lainnya.

Unit analisa studi pemerintahan adalah Negara dan pemerintahan berasal
dari kata “perintah” yang mengandung beberapa unsur pokok, yaitu ada dua

pihak, yakni yang memerintah dan yang diperintah, kedua pihak tersebut

* Ndraha, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I&l1,: Rineka Cipta, Jakarta
45 1
Ibid
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mempunyai hubungan fungsional, pihak yang memerintah mempunyai wewenang
danpihak yang diperintah mempunyai ketaatan sedangkan pengertian ilmu
pemerintahan telah banyak disajikan oleh banyak pakar.

Dengan menggabungkan. pengertian.sesiologi dan ilmu pemerintahan di
atas, maka berkembang menjadi sosiologi pemerintahan. Secara umum, sosiologi
pemerintahan mengkaji hubunganantara-yang diperintah (masyarakat) dengan
yang memerintah (peémerintah) yang dipandang sebagai usaha penataan
masyarakat. Secara khusus, sosiologi pemerintahan mengkaji. hubungan amtara
yang diperintah (masyarakat) dan yang memerintah (pemerintah) khususnya
tentang sejauhmana pengaruh dari yang memerintah (pemerintan) mampu dalam
mangadakan perubahan hubungan masyarakat atau kelompok.dalam masyarakat
dan sebaliknya juga melihat sejauhmana yang diperintah (masyarakat) atau
kelompok-kelompok dalam., masyarakat diubah dalam hubungan-hubungan
masyarakat tersebut.

Menurut Taliziduhu Ndraha, sosiologi pemerintahan adalah kajian tentang
pemenuhan kebutuhan rakyat akan jasa publik wyang tidak diprivatisasi dan
layanan civil dilihat dari sudut pandang proses sosial, institusi sosial, perilaku
sosial dan sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat*.

Sebagai sebuah ilmu yang mengalami peekembangan cukup signifikan,
sosiologi pemerintahan mempunyai beberapa ruang lingkup yang menjadi pokok
kajiannya. Ada beberapa kajian yang merupakan ruang lingkup dari sosiologi

pemerintahan, yaitu:

*¢ Ndraha dalam | Nyoman Sumardi, Sosiologi Pemerintahan , 2018, Ghalia Indonesia: Bogor Hal 25
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Gejala-gejala pemerintahn dan civil society. Pemerintahan suatu Negara
akanmengalami dinamika, dimana peran masyarakat akan semakin meninjol,
disinilah kemudian akan melahirkan masyarakat madani (civil society) secara
alamiah. Pada Negara tertentu; munculnya masyarakat madani dapat berkembang
dan tetap eksis, namun bisa jadi di suatu Negara masyarakat madani manjadi hal
yang mutlak, bahkan eksistensinya akan semakin canggih.

Gejala kekuasaan dan kewenangan. Gejala kekuasaan merupakan
fenomena yang menyertai keberadaan masyarakat, hal ini terjadi karena di
masyarakat pasti akan muncul sekelompok orang dapat mempengaruhi kelompok
yang lain. Kelompok orang yang mempunyai kekuasaan pasti melekat
kewenangan. Di‘dalam kekuasaan mengandung unsur-unsur pengaruh, kepatuhan,
pemaksaan dan otoritas. Kekuasaan dan kewenangan merupakan hal yang tidak
dapat dipisahkan, namun ;kewenangan menekankan pada unsur hak, yakni
pemegang kewepangan mempunyai  hak untuk melakukan danmenetapkan
sesuatu, yang berarti bahwa kekuasaannya memiliki legitimasi. Implementasi dari
gejala kekuasaan dan kewenangan bisa dilihat ‘dari adanya dominasi antara
individu atau kelompok terhadap individu.atau kelompok yang lain, sehingga
akan muncul fenomena: (1) pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah,
atau (2) pihak yang menguasai dan pihak yang mentaati, dimana pihak yang
menguasai selalu jumlahnya lebih kecil dari pihak yang dikuasai.

Gejala konflik dalam pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan di
dalam pelaksanaannya pasti akan menimbulkan konflik. Konflik akan terjadi

manakala kekuasaan dan kewenangan yang ada dalam masyarakat tidak dapat
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dilaksanakan sebagaimana mestinya konflik akan terjadi manakala penguasa tidak
mampu mendistribusikan secara adil kekuasaan yang dimiliki kepada kelompok-

kelompok yang ada di masyarakat. Bahkan konflik juga dapat terjadi apabila ada

jawa masih sa

budaya jaw.

dipengaruh

Kebi

2.1.8 Gerakan Nasional Revolusi Mental

Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang selanjutnya disebut GNRM,
adalah gerakan bersama untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan
sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas,
etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat,

modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila yang berorientasi
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pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar

dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Gerakan ini diharapkan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah (Eksekutif)

dalam menyusun Petunjuk Teknis (Juknis).

2. Dasar Hukum:

a.

Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
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Peraturan Presiden No0.9 Tahun 2015 tentang Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional

4)

5)

6)

dan

Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan kerjasama pelaksanaan
GNRM,;

Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM,;

Melaporkan pelaksanaan GNRM kepada Presiden setiap 6
bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Menyiapkan sistem dan menangani pengaduan.
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Koordinator masing-masing program GNRM bertugas untuk:

1)

Gugus Tugas K/ L:

1)

2)

3)

MenyusunPedoman Pelaksanaan (Pedlak)  GNRM  yang

mengacu pada Peta Jalan GNRM 2017-2019 dan Pedoman

Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM;
Merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan
GNRM di lingkungan K/ L;

Melaksanakan sosialisasi dan edukasi GNRM di lingkungan

K/L dan masyarakat;
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4) Melaksanakan kerjasama GNRM dengan pelaku GNRM;
5) Menyusun Pedoman Teknis (Pednis) GNRM di lingkungan

K/L mengacu pada Pedoman Pelaksanaan GNRM. Pednis

l“

=~

.
-
o
4
5
¢
\ o
)

edukasi GNRM kepada

perangkat daerah dan masyarakat;

4) Melaksanakan kerjasama GNRM dengan pelaku GNRM,;

5) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) GNRM mengacu
pada Pedoman Teknis GNRM Kementerian Dalam Negeri.
Juklak ditetapkan melalui Peraturan Gubernur di wilayah

Provinsi masing- masing;



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

6)

7)

7)

8)

43

Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM di tingkat
Provinsi dan Kabupaten / Kota;

Melaporkan pelaksanaan kegiatan GNRM kepada gugus tugas

Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM di tingkat

Kabupaten / Kota;

Melaporkan pelaksanaan kegiatan GNRM kepada gugus tugas
Kemendagri setiap 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan;

Menyiapkan mekanisme dan menangani pengaduan.
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5. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
GNRM merupakan tanggung jawab semua pihak, oleh karena itu

perencanaan dan pelaksanaan GNRM dilakukan secara efektif, efisien,

program mengacu

dan Pedoman

a Inpres No. 12

dan Pedoman

pada Inpres No.

Pedoman

Inpres No. 12 Tahun 2016, Peta Jalan, Pedoman Umum, Pedoman
Pelaksanaan, Pedoman Teknis Kemendagri, dan Petunjuk Teknis
Provinsi.

f. Perencanaan kegiatan mengacu pada kebijakan dan/ atau strategi
yang dirumuskan oleh Gugus Tugas Nasional, K/ L, atau Gugus

Tugas Daerah;
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g. Kegiatan yang direncanakan berupa aksi nyata di lingkungan

masyarakat setempat, jelas lokasi, dan tahapannya serta

dilaksanakan secara berkelanjutan;

masyarakat

aerah untuk

/ Kota dilaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi;

d. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi
dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator
Gugus Tugas Daerah;

e. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas K/ L

dilaporkan kepada koordinator masing-masing program;
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f. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh koordinator masing-

masing program dilaporkan kepada Menko PMK sebagai Ketua

Gugus Tugas Nasional GNRM,;

Gerakan Indonesia Melayani merupakan gerakan yang berawal dari
permasalahan masyarakat Indonesia dalam aspek pelayanan publik
yang dinilai belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan
kepada masyarakat sehingga mutu pelayanan yang disediakan
pemerintah perlu ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Oleh karena

itu, dengan adanya GIM diharapkan terjadi peningkatan pelayanan
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publik pada instansi yang mempunyai tugas utama melakukan

pelayanan umum. Gerakan ini juga dilakukan untuk memperbaiki

ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam proses pemberian pelayanan

adalah kepada masyarakat melalui program bank sampah dengan
harapan masyarakat meningkat pengetahuannya tentang lingkungan
bersih, pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah dan nilai
ekonominya. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan
dan pengolahan sampah melalui kampanye dan sosialisasi. Fokus kedua

adalah kepada pemerintah agar dapat mewujudkan pengelolaan sampah
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yang bertangung jawab. Kedua fokus tersebut dapat terlaksana dengan

adanya pemahaman prinsipp 3R yaitu Reuse, Reduce dan Recycle dan

lima aspek pengelolaan sampah.

pengelolaan

fingkat pusat dan

berlalu lintas, tertib dalam menangani pengaduan masyarakat, tertib di

ruang parkir, dll. Salah satu permasalahan yang dihadapi di masyarakat
Indonesia pada saat ini adalah masih minimnya kesadaran untuk
berprilaku tertib dan lemahnya penegakkan hukum.

Tujuan Gerakan Indonesia Tertib adalah:

1) Membudayakan prilaku tertib di masyarakat
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2) Meningkatkan prilaku tertib masyarakat dalam menggunakan
ruang publik

3) Memberdayakan agen perubahan dalam menjalankan Gerakan

itas dan daya

a kemandirian

serta ekonomi kretif.
3) Meningkatkan apresiasi seni, kretivitas karya budaya dan
warisan budaya untuk mendorong kegiatan ekonomi dan

berbasis budaya.
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e. Gerakan Indonesia Bersatu (G1Be)
Gerakan Indonesia Bersatu adalah gerakan para penyelenggara

negara dan masyarakat untuk mewujudkan prilaku saling menghargai

dan karakter bangsa

“DQQ“‘ .’a UD 1945,

3) Meningkatkan inisiatif dan peran masyarakat dalam
pembangunan Indonesia
4) Memperkuat nasionalisme, karakter, dan jati diri banga

Indonesia.
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Penelitian terdahulu yang akan penulis sampaikan pada sub bab ini adalah

bertujuan untuk membandingkan penelitian akan peneliti lakukan dengan

beberapa peneltian yang pernah.dilakukan oleh-orang ataupun pihak lain. Adapun

hal-hal yang ditekankan pada peneliti terdahulu adalah konsep yang digunakan,

metode penelitian pendekatan = penelitian’ hasil “penelitian dan relevansinya

terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

suatu konsorium yang
terdiri dari para tokoh
nasional ~ (birokrasi
pemerintah, dunia
usaha, tokoh agama,

akademisi, seniman,
budayawan, dan
masih banyak lagi).
enam karakter utama
sebagai pilar-pilar
karakter manusia
yang dapat digunakan
untuk mengukur dan

menilai watak
manusia dan
perilakunya  dalam

hal-hal khusus yakni

Peneliti Judul Penelitian Persa_maan Perbe_d_aan
Penelitian penelitian
M. Abdul | Peran pendidikan | Revolusi Mental | Sedangkan
roziq asror karakter melalui | adalah gerakan | perbedaan dalam
revolusi mental seluruh rakyat"| penelitian ini adalah
Untuk = membangun | Indonesia bersama | pada fokus
generasi bangsa, | Pemerintah untuk | 'penelitian  dimana
Jurnal Rontal | memperbaiki karakter | fokus penelitian ini
Keilmuan PPKn | bangsa menjadi | adalah  pendidikan
Volume 2, No 2 | Indonesiay yang lebih'| karakter dan juga
November 2016 baik:. Revolusi penggunaan  teori
Digerakkan  secara | dimana penulis
menyelurh dan | menggunakan teori
bersama-sama . oleh | evaluasi.
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1) Respect
(penghormatan), 2)
Responsibility
(tanggung jawab), 3)
Citizenship Civic

untuk

berusaha menjadi
mempunyai
kompetensi dan
prestasi.

Sifat-sifat  tersebut
contohnya malas,
tidak disipiln, tidak

mempunyai

semangat, terlibat
tindak

kriminalitas, dan

kurang empati kepada

okus penelitian ini

pendidikan
sama
penelitian

M. Abdul Roziq
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sesama. Soekarno
(Presiden  Republik
Indonesia pertama)
mengemukakan
bahwa revolusi
mental adalah
semacam gerakan
hidup. baru - untuk
menggembleng
manusia  Indonesia
menjadi manusia
baru, yang: .berhati
putih, berkemauan
baja, bersemangat
Elang
Rajawali, dan berjiwa
Api (Budimanta,
2015).
di pergaulan dunia.
Ririn Mais Evaluasi Kebijakan | Ada beberapa yang | Sedangkan
Daud Liando. | Pelaksanaan Reward | yang sama  pada.| perbedaan pada
Fanley dan Punishment | penelitian iniyaitu | penelitian ini adalah
Pangemanan | Aparatur Sipil | sama menggunakan | terletak pada objek
Negara di  Kota | evaluasi pelaksanaan | penelitian nya
Bitung, Jurnal | kebijkan sebagai | dimana objek
Jurusan imu| pisau untuk | reformasi  birokrasi
Pemerintahan membedah suatu | pada setiap
Volume 3 No. 3| masalah. organisasi
Tahun 2019 pemerintahan, salah
Fakultas IImu Sosial satunya adalah
dan Politik pelaksanaan reward
Universitas Sam dan punishment.
Ratulangi Pelaksanaan reward
dan punishment.
Evaluasi Evaluasi program | evaluasi pelaksanaan
M.Fadhil pelaksanaan program | dilakukan karena | program pemerintah
Adhha pemerintah tidak semua program | pusat mengenai
Pusat mengenai | publik meraih hasil | program beras untuk
program beras untuk | yang diinginkan. | rakyat miskin
Rakyat miskin | Seringkali terjadi, | (RASKIN)  Tahun
(raskin) program publik gagal | 2013-2014
Tahun 2013-2014 meraih maksud atau | dikelurahan Tanjung
(Studi Kasus : Di |tujuan yang telah | Ayun Sakti
Kelurahan Tanjung | ditetapkan Kecamatan  Bukit
Ayun Sakti | sebelumnya. Dengan | Bestari.
Kecamatan Bukit | demikian,  evaluasi | harus  benar-benar
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Bestari) jurusan ilmu
pemerintahan
Fakultas ilmu sosial
dan ilmu politik

program  ditujukan
untuk melihat sebab-
sebab kegagalan suatu
program atau untuk
mengetahui  apakah
program pub

dapat dilaksanakan
oleh aparatur
pemerintah serta
dirasakan

manfaatnya oleh

masyarakat
penerima  manfaat
peras miskin
IN) di
ahan Tanjung
Sakti
Kecamatan  Bukit
Bestari Kota
"g jungpinang : (1)
Pada indikator
sasaran
pendataan
‘[ nerima  manfaat

au rumah tangga
saran  penerima

sasaran
dan

sangat

jarang dilakukan
oleh pihak BPS,
kelurahan. Data
penerima raskin
dalam program
pemerintah pusat
(APBN) yang

digunakan/dipakai
masih data lama
sampai saat ini, yang
dilakukan

pendataannya oleh
pihak BPS tahun
2011. (2) Pada
ketetapan harga
beras untuk rakyat
miskin  (RASKIN).
Dalam penerima
bantuan beras untuk
rakyat miskin
(RASKIN), sudah
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Firdha
Aprillia
Lilura

ar dan  mampu
berkompetisi dengan
bangsa-bangsa lain di
dunia.

| di Indonesia.

sangat baik dan
sesuai dengan aturan
kebijakan yang ada
yaitu pedoman
umum (pedum)
program raskin pada
tahun 2014. Harga
ersebut juga sesuai

an tujuan awal
intah
buat  program
miskin

RASKIN) ini yakni,
'g uk

membantu

pangan
miskin

erbedaan pada
enelitian ini adalah
okus penelitian dan
ga penelitian ini

kajian kepustakaan.
Melihat keadaan di
zaman dewasa ini
dari penelitian

yang dilakukan
pengubahan cara
pandang, sikap dan
perilaku, mental

dsh,
berorientasi
kemajuan
lebih
ditarapkan dari
nilai —
multicultural.

yang
pada
bangsa
baik

nilai

Sulthon
Abdul
dan
2Mohammad
Syifa Amin

Aziz

Widigdo

Konsep Revolusi
Mental Presiden
Joko Widodo dalam
Perspektif
Pendidikan

Karakter Syed

Persamaan Penelitian
ini  terletak pada
tujuan penelitian
untuk mengetahui
konsep revolusi
mental Presiden Joko

Perbedaan pada
penelitian ini adalah
Metode penelitian

yang digunakan
adalah studi
dokumen (document
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Muhammad Naquib | Widodo study) yang
Al-Attas, Magister | dalam perspektif | menitikberatkan
Studi Islam Program | pendidikan  karakter | pada kegiatan
Pascasarjana Syed Muhammad | menganalisis bahan
Universitas Naquib Al-Attas. literatur atau
ammadi dokumen,  dengan
/ pendekatan kualitatif
dan tehnik analisis
(content
Sebagai
peneliti

terjadi  di
konsep
mental
kowi dan konsep
pendidikan karakter
-Attas,
: mengacu
epada empat pilar
| pendidikan
NESCO yaitu
earn to know, learn
to do, learn
to live together, dan
learn to be, yang
dalam penelitian ini

disebut secara
berurutan dengan
kognitif,
psikomotorik,
afektif, dan
teleologis. Dari
keempat aspek
tersebut, ada dua
aspek yang

di dalamnya terjadi
perbedaan, yaitu
aspek kognitif dan
teleologis. Pada
aspek kognitif,
revolusi

mental Jokowi tidak
memberikan
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penekanan yang
besar terhadap ranah
ini. Sementara Al-
Attas  memberikan
penekanan yang
besar terhadap aspek
afektif. Adapun pada
aspek teleologis,
ep revolusi

Jokowi
untuk
‘mencetak warga

egara yang baik,
» entara

bertujuan
mencetak

pada
- ini
rletak pada fokus
enelitian ~ dimana
volusi | penelitian ini
' pada Di
pendidikan
Islam, revolusi
mental harus

mempertimbangkan
struktur pemaknaan,

Syukron

dominasi, dan
legitimasi.  Ketiga
hal ini

mengkondisikan
ubahan struktural | pola pikir pelaku
interaksi | pendidikan  Islam,
masyarakat. Sistem  Pendidikan
Islam, dan struktur
lembaga pendidikan
Islam itu sendiri.
Orientasi perubahan
sebagai dampak dari
implementasi
revolusi mental
harus

ditunjukkan dengan
wujud berupa
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peningkatan
pelayanan
pendidikan demi
kesejahteraan
masyarakat.
Lembaga
Pendidikan  Islam
diharapkan  mampu

dalam memandang,
L asa, berfikir, dan

rasional dan

pada
ini

ini adalah
mengkaji
revolusi
dalam

pendidikan dari dua
sudut pandang, yaitu

pendidikan
kewarganegaraan
dan sistem
pendidikan
nasional. Pada
tulisan ini proposisi
yang diajukan
adalah bahwa
pendidikan
kewarganegaraan
merupakan  bagian
dari sistem

pendidikan nasional.
Untuk mewujudkan
kemanjuran
pendidikan
kewarganegaraan
peran guru diperluas
dengan  mencakup




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fur udwnyo(

59

peran transferring,
transforming,

dan  transcending.
Dengan ketiga peran
ini, hasil pendidikan
dalam arti outcome
dapat mendorong

sosial.
mencapai
sistem

dan

dan arah
guru dalam
mengartikulasikan
konsep-konsep yang
terkandung dalam
mata pelajaran.
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2.3  Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan Inpres Nomor 12 Tahun
2016 Tentang Gerakan Nasional

EVALUASI

‘\\\\\\\\\\\“0‘

N
-
“2>
=4
-~

Sumber : Data Olahan Pene

Gambar 2.1: Kerangka Pikiran Evaluast Pelaksanaan Intruksi Presiden
(Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional
Revolusi Mental Di Provinsi Riau

2.4 Konsep Operasional dan Operasional Variabel
2.4.1 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan penelitian terhadap faktor atau
variabel yang digunakan ada dalam objek penelitian. Jadi untuk lebih

memudahkan dalam menganalisa serta memperjelas arah penelitian ini, maka
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penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang
digunakan sehingga nantinya memberikan suatu kebenaran. Adapun yang

dijadikan sebagai konsep dalam penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan.

Kecukupan vyaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan
memecahkan masalah.

8. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,
prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

9. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang di capai memiliki manfaat.
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2.4.2 Operasional variabel
Adapun operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

el Penelitian

s Erescn (inpre) N

(2003:61C
mempun
berhubung

ter

kebijakan

Secara u _
evaluasi Permintaan
disamakan Harapan
penaksiran Tunyuta_n
pemberian Aspirasi
(rating) da Sas_aran
(assessment), . Tujuan

arti satuan nilainya.
Kriteria evaluasi :
Efektivitas
Efisiensi
Kecukupan
Responsivitas
Ketepatan
Sumber: Modifikasi Penulis, 2021
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

yang

- dalah suatu

gy N g. Ditinjau dari

sudut fils l; elitian. Yaitu
yang me ﬂ ogi penelitian

kualitatif
umumnya
kualitatif.

partisipatif, d

‘@,\‘?&\\‘%\

diubah guna ‘ den n gejala yang ada
di tempat pene f' enelitian adalah kegiatan
menelusuri data/fakta ‘-ﬁ Jintahuan tentang sesuatu
yang dilihat atau diden 3 nggunakan ukuran kebenaran yang

dianutnya.

3.2 Tempat/Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada pada Provinsi Riau, fokus penelitian yaitu pada
Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau. Alasan dijadikannya sebagai

tempat penelitian karena Berdasarakan observasi awal penulis yang didapatkan

63
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bahwa tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK) telah melakukan penilaian terhadap Indeks

Capaian Revolusi Mental yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota

hasil penelitian h karena : atif tidak dikenal
adanya popula C ek iti min dalam fokus
penelitian : ? i3 a. . enjadi informan
yang akan ‘mer : Nasi . an selama proses

penelitian.

penelitian,

2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam

interaksi sosial yang diteliti,
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3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan

informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang

diteliti.*

Dalam penelitian ini,penulis menggunakan tiga kriteria_informan penelitian

yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu sebagali

berikut:

Tabel. 3.1 Informan Penelitian

No Nama Jabatan Informan
Penelitian
1 | Drs. Kaharuddin, M.Pd Kepqla !3ac_ian Kesbangpol Key
Provinsi Riau Informan
2 | Sri Petri Haryanti S.Pd SURiico a0 d_an _WgsBang
Kesbangpol Provinsi Riau
Kasubid WasBang  Bela
3 | Saputra SE Negara dan Nilai Sejarah Informan
Kesbangpol Provinsi Riau Utama
. Kasubbid Ketahanan Ideologi
4 I\\(/lagiHaramora, Ny dan Pembauran (Anggota
' Gugus Tugas GNRM)
] ! Sekretaris DPH LAM Prov. Informan
5 | M. Nasir Penyalai .
Riau Tambahan
. Akademisi (Dosen Sekolah Informan
6 | Yuda Dibrei@aSi il Tinggi llmu Hukum Riau) Tambahan
7 | Suardi,SH, MH Wakll Ketua Ham Knpi Prov. Informan
Riau Tambahan

Sumber : Badan Keshangpol Provinsi Riau, 2021

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel. Karena

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial

tertentu dan hasil kajiannya tidak diberlakukan pada populasi, tetapi diberlakukan

* Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada

Media. Jakarta hal 172




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

66

ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial

pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan

responden tetapi narasumber, atau pertisipan.

sampai data ya an : “ pengumpulan data
atau instru
penelitian
terjun sendiri

ini adalah :

langsung. Wawancara bergu endapatkan data ditangan pertama,
pelengkap teknik pengumpul lainya, dan menguji hasil pengumpulan data
lainnya.

Selanjutnya Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode
wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses

wawancara tersebut. Sedangkan informan adalah orang yang diwawancarai,

dimintai informasi oleh pewawancara. Informan itu ialah orang yang
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diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari

suatu objek penelitian.*®

Dalam penelitian ini penulis tidak membatasi jumlah informan dengan

penelitian kualitatif dapat dilakukan terhadap (hanya) seorang objek

penelitian saja.

*8 Burhan Bungin, 2012 Penelitian Kualitatif. Jakarta, Kencana Perdana Media Grup, Hal. 111.
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b. Observasi
Observasi adalah Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap

gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik

ndiri oleh penulis

el

=4

en

Vel

‘f berhubungan
&
’
g

3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menurut sugiyono®® dalam bukunya yang menjelaskan
bahwa dalam model interaktif dalam analisis data ditunjukkan dari 4 model ini

yaitu:

* Ibid, Hal 73.
%0 Sugiyono, 2015, “Memahami Penelitian Kualitatif” Alfabeta, Bandung Hal 92
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a. Data Collection (Pengumpulan Data)

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data yaitu

merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data

suatu matriks
pokkan dan
> dalam bentuk
ng diperoleh dari

oleh tabel yang

emahami segala

Penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik, chard dan sejenisnya.
Melalui penyajian data dalam bentuk display, maka data dapat terorganisir,
tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
d. Verifying (Verifikasi)

Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dari temuan data di

lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik
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hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat
berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada

jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what”

8

A RAt

08 Yo
AT

berlangsun

tuntas terha
informasi, dé
sosial adalah
sosial dan me

tersusun suatu pe 4

O
=
o
[72]
D
w
(72]
o
2,
=
=
D
2
=
D
w

sosial dan atribut dar an menganalisis fenomena

"

sosial dimaksud adalah mengu

K\

peristiva emik dan kebermaknaan
fenomena sosial itu dalam pandangan objek-subjek sosial yang diteliti.

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan maka data tersebut dianalisis
untuk mengetahui dan menjawab permasalahan penelitian untuk seterusnya dibuat

kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.
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3.7 Rencana Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Intruksi
Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan
Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau

Bulan, minggudan Tahun Ke

Agustus September Oktober November Desember
2021 2021 2021 2021 2021

No| Jenis Kegiatan

12|3 1|3 1/2|3|4

1 | Penyusunan
Usulan Proposal
Tesis dan
Bimhbingan

2 | Seminar Usulan
Proposal Tesis
3 | Revisi Usulan
Proposal Tesis
4 | Revisi Draft
Panduan
Wawancara

5 | Survei
Lapangan

6 | Analisis Data
7 | Penyusunan
Laporan Hasil
Penelitian

8 | Konsultasi
Revisi Tesls

9 | Ujian
Komprehensif
Tesis

10 | Revisi dan
Pengesahan
Tesis

11 | Penggandaan
dan Penyerahan
Tesis

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Riau (Badan
an gabungan 2

(dua) instansi.g inta U Direktorat .l- ) anwil Penerangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau (Badan Kesbangpol
Provinsi Riau) merupakan perubahan dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau, sedangkan Badan Kesatuan Bangsa
Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau pada awalnya merupakan

gabungan 2 (dua) instansi pemerintah yaitu Direktorat Sosial Politik dan Kanwil

Penerangan Provinsi Riau. Nama Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Riau

72
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pun merupakan gabungan 2 (dua) instansi yaitu Badan Informasi Komunikasi
danKesatuan Bangsa Provinsi Riau dan Badan Pemberdayaan dan Perlindungan
Masyarakat Provinsi Riau yang menjadi Badan Kesatuam Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau, sedangkan Infokom bergabung ke Dinas
Kominfo dan PDE Provinsi Riau. Dalam upaya untuk lebih mengembangkan dan
meningkatkan usaha pembinaan informasi-komunikasi dan kesatuan bangsa untuk
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau, maka dibentuk Badan
Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa yang disingkat dengan sebutan
Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa atau BIKKB yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 13 Tahun 2000 tanggal 23
Desember 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Komunikasi
dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau dan di perbaharui dengan Peraturan Daerah
Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi danTata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau,
maka berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan
Masyarakat Provinsi Riau yang disingkat dengan BKBPPM atau Badan
Kesbangpol dan Linmas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2009, Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau (BKBPPM)
mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
BKPPM dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
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Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana Pasal 4 menyatakan
Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Perlindungan
masyarakat yang selama ini ada dibidang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat secara|otomatis /menjadi tugas dari Satuan Polisi
Pamong Praja. Keberadaan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung oleh Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri, sebagai mana dalam Pasal 1408 menyatakan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang Organisasi
Subbagian, Seksi dan Subbidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri,
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 51 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 164 Tahun 2004 tentang tentang Organisasi Subbagian, Seksi dan
Subbidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. Sehingga ‘sesuai Peraturan Daerah Nomer 3 tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga teknis Daerah Propinsi Riau, maka sebelumnya Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau berubah menjadi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau atau disingkat Badan

Kesbangpol Provinsi Riau.
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4.1.2 Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Tujuan pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

adalah untuk mengimplementasikan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri

Organisa

dengan p

b.  Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah.

5. Bidang Politik Dalam Negeri, membawabhi :
a.  Sub Bidang Fasilitasi Lembaga Politik
b.  Sub Bidang Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan,

membawahi :
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a.  Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

b.  Sub Bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

VISI Tewujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam suasana yang

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang
Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan; Kepala Badan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Untuk
melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyelenggaraan
perumusan kebijakan umum di bidang Sekretariat, Bidang Kewaspadaan

Nasional, Bidang lIdeologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam
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Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan. 2.
Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Sekretariat, Bidang

Kewaspadaan Nasional, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang

2nyelenggaraan

pengkajian bahan kebijak I an koordinas asi, pemantauan,

evaluasi da aporan « o raan - angan, perlengkapan

dan umum.

a.  Merencanakan program Kegiatan per tahun anggaran Sub bagian
Perencanaan Program berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

b.  Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara

lisan agar tugas terbagi habis;
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c.  Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara
hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

d.  Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai

n karie dan lain lain

n anggaran subbagian umum
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
penyempurnaannya;

g.  Melaksanakan administrasi ketatausahaan surat menyurat badan
kesatuan bangsa dan politik melaksanakan kegiatan dokumentasi,
kearsipan dan pengelolaan kepustakaan badan kesatuan bangsa dan

politik;
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Tugas Pokok Bidang Kewaspadaan Nasional

1. Rincian Tugas Pokok Sub bidang Kerjasama Intelijen dan Bina

Masyarakat Perbatasan:

Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun
tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

d.  Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan
antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan

hasil kerja;
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e.  Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

Tugas Pokok Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

o
o

NT )sisi tugas dan

Fed
&

=
g
ﬂ a lisan maupun

Jd

Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
2. Rincian Tugas Pokok Sub bidang Wawasan kebangsaan, Bela
Negara dan Nilai Sejarah:
a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bidang

Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah
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berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan;

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan

embandingkan

enyempurnaan

erja yang dicapai

karier;

kemampuan.

Tugas dan Pokok Bidang Politik Dalam Negeri Bidang Politik Dalam
Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan
tugas dan fungsi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Subbidang Fasilitasi

Lembaga Politik, dan Subbidang Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu.
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1.  Rincian Tugas Pokok Sub bidang Fasilitasi Pendidikan Politik dan

Pemilu:

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bidang

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan
secara lisan agar tugas terbagi habis;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun
tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;
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d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan

hasil kerja;

Fasilitasi Lembaga Politik berdasarkan capaian pelaksanaan

kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

J. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub bidang

Fasilitasi Lembaga Politik kepada Bidang Politik Dalam Negeri

secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;
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k. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan
kegiatan fasilitasi lembaga politik;

I.  Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

Kemasyara

1.

pelaksanaan tugas;

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan
antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan
hasil kerja;

2. Rincian Tugas Pokok Sub bidang Ketahanan Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan:
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a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bidang
Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan berdasarkan

tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan

d i, tugas dan

hal \ g

isan maupun

salahan dalam

embandingkan

penyempurnaan

L E LT EY

dicapai

Budaya, Agama dan Kemasyarakatan secara rutin maupun
berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan
kemampuan;

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang

tugas Sub bidang Ketahanan Budaya, Agama dan
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Kemasyarakatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan

dasar pemecahan masalah;
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4.2. Pembahasan
4.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun
2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor

dicapainya kebe an dala & 3 ) te etapkan. Efektivitas

bisa disebu ; an ha fek el 3 bungan antara

tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada
efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran.
Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan
hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran

daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan
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yang tinggi. Selain itu, ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan
terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu,
menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan
melaksanakan fungsi-fungsinya.secara optimal.

Untuk melihat efektivitas dalam Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres)
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang 'Gerakan Nasional Revolusi Mental peneliti
melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau:

“Menurut saya masih jauh dari baik, karena masih banyak OPD
yang belum memahami tugas mereka sebagai gugus tugas Gerakan
Nasional Revolusi Mental, meskipun sudah membentuk gugus tugas
Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sejauh ini kita masih terus melakukan
sosialisasi kepada OPD agar OPD tersebut menyusun rencana aksi
Gerakan Nasional Revolusi Mental™®*

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang ldeologi dan wawasan
kebangsaan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Gerakan Nasional Revolusii“Mental merupakan salah satu
program Presiden Jokowi, sehingga pada tahun 2016 terbitlah inpres
tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental ini, pada tahun 2017 akhir
telah dilakukan sosialisasi oleh kementerian PMK tentang Gerakan
Nasional Revolusi Mental kepada Pemrov Riau sehingga pada tahun 2018
sudah dibentuk gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi MentalProvinsi
Riau.Hanya saja tim yang sudah dibentuk ini belum bekerja secara
maksimal, karena rapat-rapat dan pertemuan gugus tugas baru dilakukan
1x karena keterbatasan anggaran, akan tetapi Badan Kesbangpol yang
difasilitasi oleh Bappeda Pov. Riau telah melakukan rapat dengan
perwakilan gugus tugas untuk menyusun rencana aksi Gerakan Nasional
Revolusi Mental.pada dasarnya Gerakan Nasional Revolusi Mental di
Provinsi Riau telah berjalan, karena apapun kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh 5 gugus tugas ini sudah dijalankan oleh OPD terkait”®

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasubbid Wawasan Kebangsaan, Bela

Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

® Wawancara terkait efektifitas GNRM, Kaharuddin Pada Tanggal 15 November 2021
% Wawancara terkait efektifitas GNRM, Sri Petri Haryanti Pada Tanggal 15 November 2021
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“Kurang baik, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi
yang dilakukan kepada masyarakat dan masih adanya kabupaten/kota
yang belum membentuk gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di
daerahnya. Kurangnya dukungan anggaran, terutama pada tahun 2020
kemarin, anggaran difokuskan untuk menangani mewabahnya virus covid-
19 dan kurangnya pemahaman anggota-gugus tugas tentang penerapan
Gerakan Nasional Revolusi Mental

Hal serupa juga disampaikan , oleh Kasubbid Ketahanan Ideologi,
Pembauran dan Kewarganegaraan Kesbangpol Provinsi.Riau yang.menyatakan :

“Belum terlaksana dengan baik. Karena sejak keluarnya inpres
dan surat dari kemendagri tentang pembentukan Gerakan Nasional
Revolusi Mental di Provinsi dan Kabupaten/kota™ baru beberapa
kabupaten/kota yang membentuk gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi
Mental ini, data terakhir baru 10 Kabupaten/kota yang membentuk
gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental dari 12 Kabupaten/kota
yang ada di Provinsi Riau.Walaupun untuk provinsi Riau sudah dibentuk
SK gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental, akan tetapi
pelaksanaan daripada tim ini baik itu pertemuan langkah-langkah dan
rencana aksi belum dilaksanakan oleh gugus tugas ini. Hal ini di
sebabkan oleh Ketidaktahuan anggota gugus tugas akan arti pentingnya
pelaporan setiap kegiatan, yang telah‘dilakukan, sehingga rendahnya
pencapaian nilai ICRM, serta-'masih kurangnya sosialisasi kepada
anggota gugus tugas’®’

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa Instruksi Presiden atas
Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya di Provinsi Riau belum terlaksana
dengan baik karena ketidaktahuan .anggota gugus tugas akan arti pentingnya
pelaporan setiap kegiatan yang telah dilakukan, sehingga rendahnya pencapaian
nilai ICRM serta masih kurangnya sosialisasi kepada anggota gugus tugas.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda peneliti melakukan

wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Tokoh Masyarakat yang ada

% \Wawancara terkait efektifitas GNRM, Saputra Pada Tanggal 16 November 2021
%7 Wawancara terkait efektifitas GNRM, Yati Haramora Pada Tanggal 16 November 2021
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di Provinsi Riau yaitu Sekretaris Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat
Melayu (LAM) Provinsi Riau yang menyatakan:

“Kalau kita melihat dari penilaian, aspek pelayanan merupakan
aspek yang hakiki. Untuk aspek pelayanan_inismasih jauh dari harapan
karena niat melayani-.aparaturnya..yang belumtulus. Masih belum
hilangnya pola lama dalam pelayanan dimana aparatur penyelenggara
pelayanan cenderung masih ingin dilayani padahal sejatinya merekalah
yang harus melayani masyarakat”®®

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu’ akademisi di Provinsi Riau
yang menyatakan :

“Untuk di Provinsi Riau pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi
Mental ini cukup bagus, cuma ada sebagian orang yang tidak setuju
dengan revolusi mental ini, karena orang yang terbiasa tidak taat aturan
maka akan terkekang™®®

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil ketua Ham KNPI Provinsi Riau
yang menyatakan :

“Sebaiknya Inpres ini lebih ditekankan dan ditegaskan lagi agar
pelayanan kepada masyarakat ' semakin membaik. Masih kurang
maksimal, karena masih banyak masyarakat yang mengeluh terhadap
pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Sebagai contoh
pelayanan kip masih terdapat pungli-pungli, jadi masih banyak mental-
mental yang lama yang belum termanage™"

Berdasarkan hasil penelitian® tentang efektifitas dalam palaksanaan
Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau setelah dibentuknya Surat
Keputusan Tim Gugus dinilai dari wawancara peneliti dengan beberapa orang
diatas dapat dikatakan bahwa niat dari pemerintah pusat untuk melakukan gerakan

perubahan kepada masyarakat khususnya OPD yang ada di daerah dalam sebuah

%8 Wawancara terkait efektifitas GNRM, Nasir penyalai Pada Tanggal 3 Desember 2021
% Wawancara terkait efektifitas GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 8 Desember 2021
0 \Wawancara terkait efektifitas GNRM, Suardi Pada Tanggal 8 Desember 2021
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Intruksi Presiden ini adalah hal yang disambut positif, akan tetapi pelaksanaan
dilapangan tidak semudah membuat kebijakan tersebut, dimana pelaksanan
dilapangan yang sudah dibentuk ini belum bekerja secara maksimal, karena rapat-
rapat dan pertemuan gugus tugas.baru dilakukan 1x karena keterbatasan anggaran,
akan tetapi Badan Kesbangpol yang difasilitasi oleh Bappeda Povinsi Riau telah
melakukan rapat dengan perwakilan'gugus tugas untuk menyusun rencana aksi
Gerakan Nasional Revolusi Mental. Pada dasarnya Gerakan Nasional Revolusi
Mental di Provinsi Riau telah berjalan, karena apapun kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh 5 gugus tugas ini sudah dijalankan oleh OPD terkait.
Kurangnya dukungan anggaran, terutama pada tahun 2020 kemarin, anggaran
difokuskan untuk menangani mewabahnya virus covid-19 dan Kurangnya
pemahaman anggota gugus tugas tentang penerapan Gerakan Nasional Revolusi
mental. Sehingga berdasarkan indikator efektivitas  yang" peneliti gunakan
Instruksi Presiden atas Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya di Provinsi
Riau belum terlaksana dengan baik karena ketidaktahuan anggota gugus tugas
akan arti pentingnya pelaporan setiap kegiatan yang telah dilakukan, sehingga
rendahnya pencapaian nilai” ICRM serta.masih kurangnya sosialisasi kepada

anggota gugus tugas

4.2.1.2 Efesiensi
Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara
tentang efesiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya

(resources) Kkita secara optimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya



92

adalah efesiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara
optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Untuk melihat efesiensi dalam Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres)
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan.Nasional Revelusi Mental peneliti
melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau:

“Sudah, karena-pada sifatnya dengan perkembangan teknologi
pada era sekarang” ini . telah memudahkan masyarakat dengan
dikeluarkannya pelayanan yang bersifat online, sehingga masyarakat bisa
mengakses berbagal macam pelayanan dari mana saja tanpa harus pergi
ke dinas terkait. Terutama dengan dikeluarkan nya pelayanan yang
bersifat - online sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses
berbagai macam pelayanan yang ada di instansi pemerintah. Terutama
pada pelayanan KTP, sekarang sudah tidak ada lagi dipungut biaya, dan
OPD-OPD terkait pelayanan sudah memberikan media sosialisasi berupa
banner dan spanduk tentang proses dan alur pelayanan di kantornya™’

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang ldeologi dan wawasan
kebangsaan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah, karena “dengan: adanya Inpres..ini mengharuskan
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk lebih cepat dan
terukur. Sejak dikeluarkannya inpres ini, telah terjadi sedikit perubahan
baik dari sisi-penyelenggara pelayanan maupun dari sisi masyarakatnya
seperti masyarakat dalam mendapatkan pelayanan menjadi lebih terarah
dengan adanya sosialisasi dan edukasi dalam mendapatkan pelayanan™’?

Hal serupa juga disampaikan oleh eleh Kasubbid Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Menurut saya iya, sudah mulai efesien, cuma masih perlu
pembenahan-pembenahan, karena belum tersosialisasikan dengan baik
sehingga masyarakat belum memahami dengan baik sehingga penilaian
ICRM untuk provinsi Riau digugus Indonesia melayani menjadi rendah”"®

! Wawancara terkait efesiensi GNRM, Kaharuddin Pada Tanggal 15 November 2021
"2 \Wawancara terkait efesiensi GNRM, Sri Petri Haryanti Pada Tanggal 15 November 2021
" Wawancara terkait efesiensi GNRM, Saputra Pada Tanggal 16 November 2021
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Hal serupa juga disampaikan oleh Kasubbid Ketahanan Ideologi,
Pembauran dan Kewarganegaraan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :
“Sebenarnya sebelum keluarnya Inpres ini sudah ada perubahan
terkait pelayanan.yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi dari
pihak penyelenggara -tidak memahami bahwa perubahan paradigma
pelayanan dari yang biasa dilayani sekarang menjadi yang melayani itu
saja sudah merupakan sebuah revolusi dalam konteks pelayanan. Belum,
karena belum mensosialisasikan secara rinci kepada masyarakat, akan
tetapi .media sosialisasi: |Sepertis spanduk dan banner tentang alur
pelayanan sudah tersedia”"
Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu akademisi-di Provinsi Riau
yang menyatakan :

“Sudah ada perubahan, dengan adanya OPD DPMPTSP
masyarakat bisa mendapatkan berbagai macam pelayanan di satu tempat.
Khusus untuk kota pekanbaru sudah ada Mal Pelayanan Publik (MPP)
yang sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang
tersentral di satu lokasi”"

Berdasarkan wawancara. di atas dikatakan, bahwa Instruksi Presiden atas
Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya di Provinsic Riau sudah efisien
terutama pada aspek pelayanan karena seiring dengan-perkembangan teknologi
yang semakin maju, Pemerintah berkomitmen untuk.smemberikan pelayanan yang
efisien kepada masyarakat dengan menerapkan pelayanan yang bersifat online
sehingga bisa diakses darimana saja oleh masyarakat luas. Selain itu OPD yang
bersentuhan langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah dituntut
untuk lebih efesien, walaupun masih perlu pembenahan dalam penerapannya.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda peneliti melakukan

wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada tokoh masyarakat yang ada di

™ Wawancara terkait efesiensi GNRM, Yati Haramora Pada Tanggal 16 November 2021
> Wawancara terkait efesiensi GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 8 Desember 2021
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Provinsi Riau yaitu Sekretaris Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat
Melayu (LAM) Provinsi Riau yang menyatakan:
“Belum, akan tetapi itikad baik dari pemerintah sudah ada dengan

mengeluarkan_dnpres ini dan progresnya pun.tetap berjalan, sehingga
implementasinya belum berjalan dengan semestinya’’®

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil ketua Ham KNPI Provinsi Riau
yang menyatakan :

“Belum, karena pemerintah belum mengupdate perihal biaya yang
timbul dalam mendapatkan pelayanan di websitenya”’’

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa Intruksi Presiden atas
Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya Gerakan Indonesia Melayani di
Provinsi Riau sudah cukup efisien karena dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, Pemerintah telah menerapkan pelayanan yang bersifat online, selain
itu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan, Pemerintah Kota
Pekanbaru sudah membentuk MPP (Mall Pelayanan Publik) yang melayani
berbagai jenis pelayanan publik kepada masyarakat, akan tetapi terkait efisiensi
berdasarkan pendapat para tokeh yang ada di Provinst Riau masih kurang baik,
sebagai contoh yang di sematkan dalam hasil wawancara diatas dikatakan bahwa
masyarakat secara umum menginginkan efesiensi yang lebih dari pada yang ada
pada pelayanan sekarang ini, misalkan jika pelayanan tersebut memiliki biaya
yang harus dikeluarkan maka lebih baik dicantumkan pada website dinas
pelayanan terkait. Berdasarkan hasil penelitian tentang efesiensi dalam

palaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau, peneliti

"® Wawancara terkait efesiensi GNRM, M. Nasir penyalai Pada Tanggal 3 Desember 2021
" Wawancara terkait efesiensi GNRM, Suardi Pada Tanggal 8 Desember 2021
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menemukan beberapa fakta bahwa efesiensi dalam pelayanan yang menjadi fokus
dari Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya Gerakan Indonesia Melayani

yang kurang baik menurut tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau, karena

Untuk melihat kecukupa aksanaanintruksi Presiden (Inpres)
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental peneliti
melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau:

“Sudah, sebagai contoh untuk Kota Pekanbaru sudah disediakan
Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memudahkan masyarakat untuk
mendapatkan berbagai macam pelayanan didalam satu tempat, yang
harus ditingkatkan sekarang adalah dari sisi SDM nya sehingga
diharapkan pelayanan yang dilakukan bisa terselenggara dengan baik”’

78 Wawancara terkait Kecukupan, GNRM Kaharuddin Pada Tanggal 15 November 2021
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Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan wawasan
kebangsaan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Untuk «Fasilitas sudah cukup memadai, untuk SDM dalam
konteksnyaranggota gugus.tugas belum memadai, karena mereka belum
memahami arti_penting Gerakan Nasional Revolusi Mental ini, sehingga
mereka masih membutuhkan sosialisasi. Untuk keuangan belum memadai,
karena sejauh ini baru diselenggarakan rapat-ra[])at terhadap anggota
gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental ini”’

Hal senada juga disampaikan oleh Kasubbid Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah, sekarang tinggal memaksimalkan fasilitas yang ada dan
mengembangkan SDM yang ada’*°

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasubbid Ketahanan Ideologi,
Pembauran dan Kewarganegaraan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :
“Sudah, sebagai contoh untuk Kota Pekanbaru sudah disediakan
Mal Pelayanan Publik ((MPP) ~yang-memudahkan masyarakat untuk
mendapatkan berbagai macam pelayanan didalam satu tempat, yang
harus ditingkatkan sekarang adalah dari sisi SDM nya sehingga
diharapkan pelayanan yang dilakukan bisa terselenggara dengan baik”**
Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa pelaksanaan Gerakan
Nasional Revolusi Mental di Provinsi', Riau khususnya Gerakan Indonesia
Melayani sudah masuk dalam kategoricukup, dimana tolak ukurnya adalah telah
disediakannya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memudahkan masyarakat
untuk mendapatkan berbagai macam pelayanan didalam satu tempat, sehingga

aspek yang harus ditingkatkan sekarang adalah dari sisi SDM nya sehingga

diharapkan pelayanan yang dilakukan bisa terselenggara dengan baik.

¥ Wawancara terkait Kecukupan, GNRM Sri Petri Haryanti Pada Tanggal 15 November 2021
8 \Wawancara terkait Kecukupan, GNRM Saputra Pada Tanggal 16 November 2021
81 Wawancara terkait Kecukupan, GNRM Yati Haramora Pada Tanggal 16 November 2021
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Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda peneliti melakukan
wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Tokoh Masyarakat yang ada
di Provinsi Riau yaitu Sekretaris Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat
Melayu (LAM) Provinsi Riau yang menyatakan:

“Belum cukup, kita tidak boleh merasa puas atas perolehan nilai
tersebut sehingga yang kurang baik supaya lebih ditingkatkan dan yang
sudah baik dipertahankan, syukur-syukur bisa lebih ditingkatkan kembali,

langkah-langkahnya yaitu memperbaiki peranrmasing-masing gugus tugas
yang ada dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi’*®?

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu akademisi di Provinsi Riau
yang menyatakan :

“Belum cukup, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah
dengan mengajukan anggaran untuk penerapan Gerakan Nasional
Revolusi Mental di Provinsi Riau’®®

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil ketua HAM KNPI Provinsi Riau
yang menyatakan.:

“Belum, langkah yang akan dilakukan adalah meningkatkan

sosialisasi kepada gugus tugas GNRM dan masyarakat™™

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa indikator kecukupan
dalam pelaksanaan Gerakan-Nasional \Revelusi Mental di Provinsi Riau masih
belum cukup optimal, hal ini didasari masih rendahnya pencapaian nilai ICRM
khususnya dimensi Gerakan Indonesia Melayani, sehinga OPD yang terkait
langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus senantiasa

dituntut untuk cepat tanggap dalam melayani masyarakat, dan apabila diperlukan

82 \Wawancara terkait Kecukupan GNRM, M. Nasir penyalai Pada Tanggal 3 Desember 2021
8 Wawancara terkait Kecukupan GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 8 Desember 2021
8 Wawancara terkait Kecukupan GNRM, Suardi Pada Tanggal 8 Desember 2021
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Pemerintah Provinsi Riau agar memberi anggaran khusus terkait penerapan
standar pelayanan minimal (SPM) kepada OPD-OPD sehingga diharapkan
kedepannya pencapaian nilai ICRM khususnya dimensi Gerakan Indonesia
Melayani semakin bagus. Berdasarkan hasil penelitian tentang kecukupan dalam
pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau yang merujuk
pada hasil wawancara peneliti-dengan 2 unsur ¢dimana unsur pertama dari Badan
Kesatuan ‘Bangsa dan Politik Provinsi Riau, mengatakan bahwa pelaksanaan
Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya di Provinsi Riau sudah dianggap
cukup, dan hanya perlu mengembangkan fasilitas dan juga sumberdaya
manusianya, dimana hal ini di ukur dari terbentuknya mal pelayanan public di
Kota Pekanbaru sebagai bentuk arah perubahan kepada pelayanan kearah yang
lebih baik dan sesuai dengan semangat dari Gerakan Nasional Revolusi Mental itu
sendiri. Sedangkan pada wawancara peneliti_dengan pihak tokoh masyarakat
khususnya di Provinsi Riau mengatakan hal yang sebaliknya dimana pelaksanaan
Gerakan Nasional Revolusi Mental masih belum cukup dengan mal pelayanan
public saja, dimana tolak ukurnya adalah masih rendahnya pencapian nilai ICRM

khususnya dimensi Gerakan Indonesia Melayani.

4.2.1.4 Responsivitas

Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas.
Yangberarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
Responsivitas berkenaan juga dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat
memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat

tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat
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yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh
yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan
masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk
yang positif berupa dukungan.ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.
Oleh karena itu, Kkriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi dan
nilai dari kelompok-kelompok: tertentu 'ternadap kriteria efektivitas, efesiensi,
kecukupan dan kesamaan.

Untuk melihat responsivitas dalam Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres)
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental peneliti
melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau:

“Dikatakan sudah ya sudah, akan tetapi tetap harus ditingkatkan
kembali terutama dengan.memberikan.pemahaman-pemahaman kepada
masyarakat sehingga masyarakat bisa mengerti peran penting gugus tugas

Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut™®

Hal serupa juga disampatkan oleh: Kepala Bidang ldeologi dan wawasan

kebangsaan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah, karena fasilitas pendukung pelayanan sudah baik, tinggal

penerapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang harus

ditingkatkan kembali?®®

Hal senada juga disampatkan oleh Kasubbid Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah, karena pemilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
semakin meningkat setiap tahunnya”®’

8 Wawancara terkait Responsivitas GNRM, Kaharuddin Pada Tanggal 15 November 2021
8 \Wawancara terkait Responsivitas GNRM, Sri Petri Haryanti Pada Tanggal 15 November 2021
87 Wawancara terkait Responsivitas GNRM, Saputra Pada Tanggal 16 November 2021
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Hal serupa juga disampaikan oleh Kasubbid Ketahanan Ideologi,
Pembauran dan Kewarganegaraan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah, karena pelayanan yang telah diberikan sudah sesuai
dengan peraturan.dan Standar Operasional Prosedur yang ada. "%

Berdasarkan wawancara diatas dengan informan berunsur dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diketahui bahwa responsivitas dalam
pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Gerakan 'Nasional Revolusi Mental di
Provinsi Riau adalah cukup responsive hal ini di dasarkan oleh pelayanan yang
diberikan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda peneliti melakukan
wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Tokoh Masyarakat yang ada
di Provinsi Riau yaitu Sekretaris Umum Dewan-Pengurus Harian Lembaga Adat
Melayu (LAM) Provinsi Riau yang menyatakan:

“Bagaimana mau- responsive, jjika ketidaktahuan anggota gugus
tugas akan arti pentingnya pelaporan setiap kegiatan yang telah
dilakukan, sehingga rendahnya pencapaian nilai ICRM dan masih
kurangnya sosialisasi kepada anggota gugus tugas dan sepengetahuan

saya dari 12 Kabupaten/kota di Provinsi Riau, sudah 10 Kabupaten/kota
yang membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.®®”

Hal serupa juga disampaikan.oleh salah satu akademisi di Provinsi Riau
yang menyatakan :

“Belum ada keluhan terkait inpres ini, akan tetapi masyarakat
masih mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan”®

8 Wawancara terkait Responsivitas GNRM, Yati Haramora Pada Tanggal 15 November 2021
8 Wawancara terkait Responsivitas GNRM, M. Nasir penyalai Pada Tanggal 3 Desember 2021
% Wawancara terkait Responsivitas GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 3 Desember 2021
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Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil ketua Ham KNPI Provinsi Riau
yang menyatakan :

“Belum, karena pemerintah belum mengupdate perihal biaya yang
timbul dalammiendapatkan pelayanan di webSitenya.**

Berdasarkan wawancara di atas yang diambil melalui informan berunsur
dari beberapa tokoh masyarakat yang adadi Provinsi Riau dapat diketahui bahwa
pelaksanaanInstruksi ‘Presiden tentang Gerakan Nasional Rewelusi Mental di
Provinsi Riau masih belum cukup responsive karena masih kurangnya sosialisasi
yang dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi kepada gugus tugas GNRM dan kepada
masyarakt sehiungga nilai ICRM Provinsi Riau masih rendah khususnya Gerakan
Indonesia Melayani. Berdasarkan hasil penelitian tentang responsivitas dalam
palaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau yang merujuk
pada hasil wawancara peneliti dengan 2 unsur dimana unsur.pertama dari Badan
Kesatuan Bangsa.dan Politik Provinsi Riau, mengatakan bahwa pelaksanaan
Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya di Provinsi Riau sudah bisa
dianggap responsif, akan tetapi tetap harus ditingkatkan kembali terutama dengan
memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat
bisa mengerti peran penting gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental
tersebut. Sedangkan pada wawancara peneliti dengan pihak tokoh masyarakat
khususnya di Provinsi Riau mengatakan hal yang sebaliknya dimana pelaksanaan
Gerakan Nasional Revolusi Mental masih belum responsive hal ini didasari oleh

ketidaktahuan anggota gugus tugas akan arti pentingnya pelaporan setiap kegiatan

% Wawancara terkait Responsivitas GNRM, Suardi Pada Tanggal 3 Desember 2021
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yang telah dilakukan, sehingga rendahnya pencapaian nilai ICRM dan Masih

kurangnya sosialisasi kepada anggota gugus tugas dan masyarakat.

4.2.1.5 Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilar atau harga dari tujuan program dan pada
kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. kelayakan adalah kriteria
yang dipakal untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi
dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut
merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan
rasionalitas substantif, karena Kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara
atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi
oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Misalnya dampak lain yang tidak
mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun
negatif atau dimungkinkan “alterpatifi [lain 'yang dirasakan lebih baik dari
suatupelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara
lebihdinamis.

Untuk melihat ketepatan dalam Pelaksanaanintruksi Presiden (Inpres)
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental peneliti
melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau:

“Sudah tepat sasaran, akan tetapi pelaksanaannya saja yang masih
kurang, sehingga kedepannya kita akan menghimbau dan memberikan
sosialisasi kepada OPD supaya menjalankan tugas-tugas yang diemban

dan melaporkannya secara berkesinambungan, sehingga pada penilaian
ICRM kedepannya bisa semakin meningkat™™2

%2 Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Kaharuddin Pada Tanggal 15 November 2021
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Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang ldeologi dan wawasan
kebangsaan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah tepat sasaran, akan tetapi pelaksanaannya saja yang belum
efektif, walaupun. masih terdapat titik-titiks.lemah seperti Gerakan
indonesia.melayani dan.masalahnya.kita belum mendapatkan feed back
dari_kementerian PMK apa saja kriteria-kriteria kita yang masih lemah
sehingga menyebabkan rendahnya pencapaian nilai ICRM kita>**

Hal senada juga disampaikan oleh-Kasuhbid Wawasan Kebangsaan, Bela

Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Menurut saya tujuan Inpres ini sudah tercapai, karena
masyarakat sekarang ini sudah sangat mudah dalam mendapatkan
pelayanan sebagai contoh pelayanan KTP di Kota Pekanbaru sudah
sangat dipermudah dengan adanya pengurusan online ini”*

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasubbid Ketahanan Ideologi,
Pembauran dan Kewarganegaraan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :
“Sudah, karena sudah langsung: ditujukan kepada masyarakat
melalui gugus-gugus*tuges yang- sudah dibentuk, karena didalam gugus
tugas tersebut tidak hanya terdiri dari OPD akan tetapi juga ada
melibatkan tokoh masyarakat, sehingga anggota gugus tugas Gerakan
Nasional Revolusi Mental inilah yang akan mensosialisasikan secara
langsung kepada masyarakat’*
Berdasarkan wawancara diatas dengan informan berunsur dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik "dapat diketahui bahwa pelaksanaan Gerakan
Nasional Revolusi Mental sudah tepat sasaran karena karena didalam gugus tugas

tersebut tidak hanya terdiri dari OPD/pemerintah saja akan tetapi juga ada

melibatkan tokoh masyarakat, sehingga diharapkan anggota gugus tugas Gerakan

% Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Sri Petri Haryanti Pada Tanggal 15 November 2021
% Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Saputra Pada Tanggal 16 November 2021
% Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Yati Haramora Pada Tanggal 16 November 2021
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Nasional Revolusi Mental inilah yang akan mensosialisasikan program ini secara
langsung kepada masyarakat luas.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda peneliti melakukan
wawancara terkait:dengan penjelasan di atas kepada Tokoh.Masyarakat yang ada
di Provinsi Riau yaitu Sekretaris Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat
Melayu (LAM) Provinsi Riau. yang menyatakan:

“Belum, karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

sehingga masih banyak yang belum mengetahui tentang inpres ini®®”

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu akademisi di Provinsi Riau
yang menyatakan :

“Belum tepat sasaran, karena masih kurangnya sosialisasi kepada
masyarakat oleh gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah dengan mengadakan rapat-
rapat kepada tim gugus tugas, selain itu monitoring haruslah senantiasa
dilakukan.”®”

Hal serupa juga disampaikan' oleh-Wakil ketua Ham KNPI Provinsi Riau
yang menyatakan :

“Belum, karena dari sisi pencapaian nilai ICRM masih jauh.
Pemerintah Provinsi Riau harus terus.melakukan perbaikan disetiap
aspek dimana terdapat. kelemahan-kelemahan tersebut terutama pada
aspek pelayanan™®®

Berdasarkan wawancara di atas yang diambil melalui informan berunsur
dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau dapat diketahui bahwa
pelaksanaan Instruksi Presiden tantang Gerakan Nasional Revolusi Mental di

Provinsi Riau masih belum tepat sasaran karena sosialisasi yang dilakukan oleh

% Wawancara terkait Ketepatan GNRM, M. Nasir penyalai Pada Tanggal 3 Desember 2021
9 Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 8 Desember 2021
% Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Suardi Pada Tanggal 8 Desember 2021
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masing-masing gugus masih lemah, sehingga harapan yang dinginkan supaya
anggota gugus tugas yang secara langsung mensosialisasikan program ini kepada

masyarakat tidak tercapai. Berdasarkan hasil penelitian tentang ketepatan dalam

o
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kepada tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Untuk melihat faktor
penghambat dari pelaksanaan Gerakan nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau

maka penulis membagi menjadi beberapa komponen yaitu:
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4.2.2.1 Anggaran

Untuk melihat faktor penghambat anggaran dari pelaksanaan Gerakan
nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau peneliti melakukan wawancara dengan
salah satu akademisi di Provinsi-Riau yang menyatakan:

“berdasarkan UU 23 pasal 23 ayat 3 dijelaskan dan bahwa
anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan di sediakan oleh yang
menugasi yang sejatinya-disediakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi
dalam hal ini_pemerintah pusat tidak' menyediakan anggaran dalam
penerapan INPRES ini di Daerah, sehingga daerah harus menyediakan
anggaran tersendiri untuk melaksanakan INPRES ini.>”

Hal yang sama juga peneliti temukan pada saat melakukan wawancara
terkait dengan penjelasan di atas Kasubbid Wawasan Kebangsaan, Bela Negara
dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau:

“terkait penganggaraan pelaksanaan GNRM, pemerintah Provinsi
Riau melalui Badan Kesbangpol Provinsi Riau telah menganggarkan dana
untuk melaksanakan INPRES ini pada tahun 2020. Akan tetapi terjadi
wabah pandemi covid 19 sehingga menyebabkan-terjadi pergeseran
anggaran salah satunya-anggaran-mengenai pelaksanaan INPRES ini.’%”
Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa ketersediaan anggaran

dalam pelaksanaan tugas pembantuan dalam hal ini.Gerakan Nasional Revolusi

Mental belum di sediakan oleh pemerintah pusat sehingga terjadi hambatan dalam

penerapan INPRES ini didaerah

4.2.2.2 Sosialisasi
Untuk melihat faktor penghambat dari pelaksanaan Gerakan nasional
Revolusi Mental di Provinsi Riau peneliti melakukan wawancara dengan salah

satu akademisi di Provinsi Riau yang menyatakan:

% Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 8 Desember 2021.
199 \Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Saputra Pada Tanggal 16 November 2021
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“Kelemahan inpres ini bukan pada SDM, dan fasiltiasnya akan
tetapi masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui
akan adanya inpres ini.’**

Hal yang sama‘juga peneliti temukan pada<saat melakukan wawancara
terkait dengan penjelasan di atas Kasubbid Wawasan Kebangsaan, Bela Negara
dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau:

“Masih kurang, karena saat ini baru.diberikan sosialisasi kepada
anggota gugus tugas GNMR Provinsi Riau, selain.itu anggota gugus tugas
juga ~tidak memberikan pelaporan pelaksanaan -~ GNRM secara
berkesinambungan sehingga pada saat dilakukan penilaian tidak terdata
dengan. baik, padahal pelaporan ini merupakan arti penting dalam
pencapaian nilai ICRM. Terakhir pada saat melakukan penilaian pihak
Kementeraian PMK juga tidak melibatkan Badan Kesbhangpol Provinsi
Riau.lOZ”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui-bahwa sosialisasi menjadi faktor
kunci dalam melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang ada di
Provinsi Riau, dimana hal ini-menjadi, yangpaling kurang dilakukan oleh gugus
tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut Kelemahan Inpres ini bukan

pada sumberdaya manusia, dan juga fasiltiasnya akan tetapi masih kurangnya

sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

4.2.2.3 Sumberdaya

Untuk melihat faktor penghambat dari pelaksanaan Gerakan nasional
Revolusi Mental di Provinsi Riau peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala
Badan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan:

“Dalam pelaksanaan inpres ini sudah didukung oleh SDM yang
baik, untuk dukungan keuangan pada tahun 2020 sebenarnya sudah

19t \Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 8 Desember 2021.
192 \Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Saputra Pada Tanggal 16 November 2021
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dianggarkan akan tetapi karena muncul virus covid-19 ini menyebabkan
anglgo%ran yang sudah dianggarkan dialihkan untuk menangani covid-
19’)

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda peneliti melakukan

wawancara terkait 03 niela i ats ; etaris Umum Dewan

GNRM dan

dari tokoh
dapat diket va faktor enghambat d akan Nasional
Revolusi Me

dalamnya.

103 \Wawancara terkait Sumberdaya GNRM, Kaharuddin Pada Tanggal 15 November 2021
104 \Wawancara terkait Sumberdaya GNRM, M. Nasir penyalai Pada Tanggal 3 Desember 2021
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mal pelayanan pub api tolak ukurnya adalah masih
rendahnya pencapain nilai ICRM khususnya dimensi Gerakan
Indonesia Melayani. Keempat responsivitas sudah bisa dianggap
responsif, akan tetapi tetap harus ditingkatkan kembali terutama
dengan memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat

sehingga masyarakat bisa mengerti peran penting gugus tugas Gerakan

Nasional Revolusi Mental. Kelima ketepatan masih kurangnya
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sosialisasi oleh gugus tugas Gerakan nasional Revolusi Mental tersebut
kepada masyarakat.

2. Hambatan yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah Pertama,

~ 5
o)

cﬂn ” evolusi Mental

1. Diharapkan kepada P ovinsi Riau meminta OPD terutama
OPD vyang terkait dalam pelayanan publik agar memberikan
pemahaman kepada pegawainya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, salah satunya dengan mengutus pegawainya untuk
mengikuti bimbingan teknis guna mengupgrade pengetahuannya
terhadap pelayanan publik, selain itu kepada OPD yang termasuk

kedalam gugus tugas GNRM supaya menyampaikan laporan kegiatan
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secara berkesinambungan sehingga diharapkan nilai indek ICRM

Provinsi Riau kedepannya semakin membaik terutama pada aspek

Gerakan Indonesia Melayani.

nya Inpres ini
prioritas dari

yram GNRM ini

supaya memasukkan program GNRM ini sebagai salah satu program

kerja prioritas Gubernur.
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